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Muhammad Ali Imran (B111 10 438), Tinjauan Psikologi Hukum 
Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 
dibawah bimbingan Musakkir dan Wiwie Heryani. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan terjadinya  tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif psikologi hukum dan 
upaya penanganan oleh aparat penegak hukum terhadap anak dibawah 
umur yang melakukan tindak pidana di kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang mengambil lokasi 
penelitian di kantor Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar 
dan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan melakukan wawancara 
terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan pengumpulan data berkenaan 
dengan objek penelitian. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, adalah bentuk dan jenis 
tindak pidana yang dilakukakan oleh anak di kota Makassar selama 4 tahun 
terakhir ini mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi oleh faktor rendahnya 
tingkat pendidikan anak, kurangnya kedekatan dengan keluarga, lingkungan 
tempat tinggal yang buruk, dan pergaulan anak yang kurang baik sehingga 
membuat anak terpaksa berkonflik dengan hukum. Mengingat pelaku tindak 
pidana masih dibawah umur sehingga perlu penanganan dan pendekatan 
khusus oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses 
penyelidikan dan penyidikan baik di tingkat kepolisian maupaun dalam 
proses pemeriksaan dan persidangan di pengadilan, selama proses 
penanganan, aparat penegak hukum telah berusah sebaik mungkin sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang 
Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan memperhatikan hak-
hak anak selama proses pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun ada beberapa kendala 
yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani anak yang 
berkonflik dengan hukum, diantaranya kuranganya sarana dan prasarana 
yang diperlukan  selama dalam proses penanganan oleh aparat penegak 
hukum, fasilitas pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 
belum tersedia di kota Makassar. Adapun pada tanggal 30 Juli 2014 akan 
berlaku secara efektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang akan menggantikan Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadialan Anak, diharapkan dengan 
berlakunya UU SPPA ini maka penanganan terhadap anak yang berkonflik 
dengan hukum di Indonesia menjadi lebih baik mengingat anak merupakan 
generasi penerus dan masa depan bangsa. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah anugerah Allah SWT sebagai calon generasi 
penerus bangsa yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan 
mental. Terkadang seorang anak yang masih dalam pencarian jati diri 
sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya sehingga tidak jarang 
seorang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya 
melakukan tindakan melawan hukum dan mesti berhadapan dengan 
hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidak 
semestinya dimasukkan dalam penjara atau mendapatkan hukuman 
selayaknya orang dewasa yang melanggar hukum karena beberapa 
faktor yang jadi pertimbangannya.  
Kemajuan teknologi yang terjadi begitu pesat menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia saat ini. Namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi tidak hanya 
memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Salah satu 
perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi yaitu internet 
sebagai alat yang memberikan berbagai informasi bagi penggunanya, 
dimana pengguna internet tidak hanya digunakan oleh orang dewasa 
saja tapi juga dari kalangan anak-anak. Anak-anak tersebut 
sebenarnya belum memiliki hak untuk mengakses dan masih 
memerlukan pengawsan dalam menggunakan internet karena pada 
 dasarnya mereka adalah anak-anak yang belum mengetahui 
bagaimana etika berkomunikasi dan menggunakan dunia internet 
dengan bijak, memilih tindakan yang baik dan buruk untuk dijadikan 
tontonan. Oleh karena itu tidak mengherankan bila zaman sekarang 
banyak terjadi pelecehan dilakukan oleh anak- anak akibat dari 
melihat tontonan di internet. Mental anak yang masih dalam tahap 
pencarian jati diri, kondisi emosional seorang anak yang masih labil 
kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan 
disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak tersebut buruk, 
dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal 
itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak 
sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan 
dengan aparat penegak hukum. 
Dalam waktu singkat kemajuan teknologi seperti internet, 
televisi, dll memberikan pengaruh dalam membentuk perilaku anak 
dalam kesehariannya. Hal ini semakin menambah banyak kasus 
kenakalan-kenakalan remaja  yang tidak sesuai dengan aturan.  
Ironisnya, saat ini anak tidak hanya sebagai korban kejahatan 
namun juga pelaku kejahatan, hal ini merupakan tragedi kemanusiaan 
yang sangat memprihatinkan, dan sudah selayaknya mendapatkan 
perhatian dan penanganan  yang sangat serius, kendati Indonesia 
memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak yang mengenai tanggung jawab orang tua 
terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan yakni anak yang 
 menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma 
masyarakat. 
Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah 
bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan 
yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah 
atau yang berhadapan dengan hukum. 
Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa 
yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari 
berbagai pengaruh dari lingkungannya. Oleh karena itu setiap negara 
sudah sepatutnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak 
sebagai aset negara, di negara Indonesia pengertiaan seorang anak 
diatur Dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Anak 
adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih 
dalam kandungan”. Kehadiran anak memerlukan suatu perlindungan 
dalam pertumbuhannya untuk mencapai kedewasaan.  
Negara Indonesia juga menjamin dan melindungi terhadap 
beberapa hak-hak seorang anak seperti seorang anak berhak 
mendapatkan pendidikan yang layak, berhak atas kelangsungan 
hidup, berhak untuk tumbuh dan berkembang. Peran dalam 
melindungi anak tidak hanya dilakukan oleh negara dan pemerintah 
saja namun peran orang tua juga sangat diperlukan untuk 
memberikan bimbingan, arahan dan pengajaran kepada anak 
 mengenai perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang buruk serta 
penanaman ilmu agama sebagai pedoman dalam bersosialisasi 
dilingkungan luar nantinya.  
Saat ini kenakalan anak semakin meningkat baik secara 
kualitas maupun kuantitasnya. Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh 
anak tersebut bukan hanya kenakalan biasa seperti membolos 
sekolah, berbohong, menyontek tetapi cenderung mengarah pada 
tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku 
dalam masyarakat. Bahkan tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan oleh anak tersebut melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kurangnya bimbingan dari 
orang tua terhadap anak dalam mempertahankan dan menjaga anak 
dari pengaruh buruk lingkungan.  
Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral anak-
anak kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk 
mencari dan mengambil langkah-langkah kebijaksaan, dalam upaya 
mencegah hal-hal yang lebih jauh lagi yang dapat merusak moral dan 
mempengaruhi perilaku anak. Anak sebagai salah satu sumber daya 
manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya 
mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dengan suatu bahan 
perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral anak-anak itu 
sudah sangat merosot. Serta pengaruh perkembangan zaman yang 
dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan yang mudah tergoncang oleh 
 faktor lingkungan sehingga dapat menyebabkan seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Oleh 
karena itu sangatlah penting untuk membangun pemahaman 
dikalangan masyarakat untuk tetap dapat hidup sesuai dengan 
hukum, sehingga dalam hal ini perlu peran serta dari aparat penegak 
hukum dan pemerintah untuk dapat melindungi dan menjaga moral 
anak-anak indonesia sebagai penerus bangsa.  
Berdasarkan hal tersebut, sehingga sangat menarik bagi 
penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi kejahatan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak dari aspek psikologi hukum, 
apakah jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak serta 
bagaimana penanganan para penegak hukum. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka penulis akan membahas sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana perspektif psikologi hukum dalam melihat jenis dan 
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak? 
2. Bagaimana penanganan aparat penegak hukum terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana? 
  
 C. Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 
1. Untuk mengetahui perspektif psikologi hukum dalam melihat jenis 
dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  
2. Untuk mengetahui penanganan aparat penegak hukum terhadap 
anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. 
D. Kegunaan penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
a. Sebagai bahan informal/ referensi bagi kalangan akademis dan 
calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 
b. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, 
khusunya pada bagia hukum masyarakaat dan pembangunan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 
mencegah terulangnya peristiwa yang serupa. 
b. Sebagai bahan masukan bagi aparat hukum dalam rangka 
penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.   
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Psikologi Hukum 
1. Pengertian psikologi  
Dalam perjalan sejarahnya yang singkat, psikologi telah 
didefinisikan dalam berbagai cara. Para ahli psikologi terdahulu  
mendefinisikan bidang meraka sebagai “studi kegiatan mental“. 
Dengan berkembanganya aliran behaviorisme pada awal abad ini 
dengan penekanan studinya hanya pada fenomena yang dapat diukur 
secara objektif, psikologi didefinisikan sebagai “studi mengenai 
perilaku” (Rita L. Atkinson, dkk., 1983:18) 
Pengertian psikologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2005:901) adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik 
normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Selain itu, 
ilmu pengetahuan tetang gejala dan kegiatan jiwa. Untuk lebih 
mengetahui mengenai pengertian psikologi berikut adalah berbagai 
pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi (Alex Sobur, 
2003:32): 
a. Ernest Higert dalam bukunya Introduction to Psychology: 
“Psychology may be defined is the science that studies the 
behavior of man and other animal” (Psikologi adalah ilmu 
 yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan 
lainnya). 
b. Geoge A. Miller dalam bukunya Psychology and 
Communication: “Psichology is the science that attamp to 
discribe, predict, and control mental and behavior events” 
(Psikologi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan, 
memprediksi, dan mengontrol mental dan tingkah laku). 
c. Clifford T. Morgan dalam bukunya Introduction to 
Psychology: ”Psychology is the science of human and 
animal behavior” (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang tingkah laku manusia dan hewan). 
d. Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya 
Psychology: ”Psychology is the scientific studies of indiviual 
activities relation to the inveronment ” (Psikologi adalah 
yang  mempelajari tentang aktifitas  dan tingkah laku 
individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya). 
Bimo Walgito (2004:10) memberikan definisi tentang psikologi 
bahwa psikologi itu merupakan suatu ilmu yang meneliti serta 
mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas, dan perilaku 
serta aktivitas itu sebagai manivestasi hidup kejiwaan. Perilaku atau 
aktivitas disini adalah dalam pengertian luas, yaitu perilaku yang 
menampak (overt behavior) dan juga perilaku yang tidak menampak 
 (inert behavior) baik aktivitas motorik, aktifitas kognitif, maupun 
aktivitas emosional. 
Dari uraian mengenai beberapa pengertian psikologi menurut 
para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah 
psikologi adalah ilmu yang berusaha mempelajari, menguraikan, 
meramalkan dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam 
hubungan dengan lingkungan sekitarnya. 
2. Pengertian Psikologi Hukum 
Psikologi hukum merupakan bidang yang baru dalam kajian 
ilmu hukum. Letak psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada 
dalam kajian empiris terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap 
hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat 
sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. 
Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan-
determinan manusia dalam hukum, termasuk dari perundang-
undangan dan putusan hakim. Hal ini  sama dengan kajian sosiologi 
hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian 
empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya pada 
individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang bertanggung 
jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan kontribusi 
terhadap timbulnya perilaku itu (Achmad Ali, 2008:9) 
 Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh 
polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir lembaga 
pemasyarakatan terhadap sistem hukum. Psikologi hukum berasumsi 
bahwa karakteristik dan partisipan sistem hukum ini mempengaruhi 
cara kerjannya sistem hukum. Di dalam karakteristik tersebut, 
tercangkup kemampuan dari orang-orang tersebut, perspektif mereka, 
nilai-nilai mereka, pengalaman mereka serta seluruh faktor yang 
mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, apakah seorang 
personel polisi akan memutuskan menangkap seorang pelanggar 
ketentuan lalu lintas atau membiarkanya pergi setelah diperingati?, 
Apakah seorang terdakwa dan pengacaranya menerima tawaran 
untuk mengaku bersalah dari jaksa penuntut umum untuk 
meringankan pidananya, atau mereka tetap mengaku tidak bersalah?,  
Apakah seorang hakim yang bersuku A akan lebih bersimpati 
terhadap terdakwa yang bersuku A? (Achmad Ali, 2008: 9-10). 
Menurut Soerjono Soekarno (Achmad Ali, 1990: 188) 
“Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha 
menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-
gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari 
perilaku atau sikap tindak tersebut.” 
Oleh karena itu, Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1990: 
188189) menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang ditujukan akan 
berkisar pada soal-soal berikut : 
 1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap 
kaedah hukum. 
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian 
terhadap pelanggaran kaedah hukum. 
3. Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa tertentu. 
Menurut Balckburn (Yusti Probowati Rahayu, 2005:4) 
mengatakan bahwa bidang Psyco-legal issues meliputi penelitian 
dalam kesaksian, pengambilan keputusan juri atau hakim , bidang 
kriminologi meliputi penelitian sebab, langkah preventif dan kuratif 
perilaku kriminal dan perdampingan di pengadilan dilakukan melalui 
peran sebagai saksi ahli di pengadilan. 
Sedangkan menurut Bartol dan Bartol (Yusti Probowati 
Rahayu, 2005:4) menyatakan bahwa peran psikologi hukum dapat 
dibedakan sebagai peneliti yang meneliti aspek perilaku manusia 
dalam proses hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan 
hakim/juri, perilaku kriminal) dan profesi psikologi hukum yang 
memberikan konsultasi psikologi dalam permasalahan hukum. 
 Fokus utama dalam kajian pikologi hukum lebih terfokus pada 
partisipan utama dalam proses penegakan hukum (Achmad Ali, 
2008:10) : 
1. Saksi mata; 
2. Tersangka dan atau terdakwa; 
 3. Korban kriminal; 
4. Jaksa Penuntut Umum; 
5. Pengacara; 
6. Hakim (dan juri jika menggunakan sistem juri); dan 
7. Terpidana 
 Dalam perspektif psikologi hukum, perilaku para partisipan 
dalam sistem hukum tidak hanya merupakan hasil dari kualitas 
internal mereka, tetapi  juga dari lingkungan di mana mereka bekerja. 
Kualitas lingkungan eksternal serta tekanan-tekanan situasi dapat 
mempengaruhi perilaku individu. Jaksa penuntut umum dapat 
merekomendasikan tuntutan pidana yang lebih berat bagi seorang 
penjahat berat, jika kasusnya telah banyak dipublikasikan, dimana 
reaksi marah dari masyarakat sangat besar terhadap kasus kejahatan 
itu. Jaksa penuntut umum juga memiliki kepentingan untuk promosi 
jabatannya. Demikian juga, di dalam sistem peradilan juri, dimana 
seorang juri yang mengemukakan putusan bersalah, mungkin sebagai 
hasil dari pengaruh juri lain, jika juri  lain secara bersemangat 
menyatakan ketidaksalahan terdakwa. Pendekatan psikologi  hukum 
berkonsentrasi terhadap perilaku para partisipan dalam sistem 
hukum. Semua anggota masyarakat merupakan partisipan aktif dalam 
sistem tersebut, meskipun ada yang tidak langsung memegang posisi 
yang memiliki otoritas penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara 
langsung terkait dengan pemberian keadilan (Achmad Ali, 2008: 10). 
 Adapun ruang lingkup dan subjek bahasan dalam kajian 
psikologi hukum yang dikemukakan secara sangat terperinci oleh 
Brian L. Cultler (Achmad Ali, 2009: 5-6) yaitu sebagai berikut : 
1. Criminal Competences ( Kompetensi Kriminal) 
2. Criminal Responsibility (Petanggungjawaban Pidana)  
3. Death Penalty (Pidana Mati) 
4. Divorce dan Child Custody (Perceraian dan Pemeliharaan Anak) 
5. Education and Professional Development (Pendidikan dan 
Perkembangan Profersinal) 
6. Eyewitness Memory (Ingatan Saksi Mati) 
7. Forensic Assessment In Civil And Criminal Case (Penilaian 
forensic dalam kasus perdata dan pidana) 
8. Juvinile Offenders (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak) 
9. Mental Health Law ( Hukum Kesehatan Mental) 
10.  Psychological and Forensik Assessment Instruments (Instrument 
Penilaian Psikologis Dan Forensik) 
11. Psychological of Criminal Behavior (Psikologi Tentang Prilaku 
Kriminal) 
12. Psychology of Policing and Investigations (Psikologi polisi dan dan 
investigasi) 
13.  Sentencing and Incarceration (Pemidanaan dan 
Penahanan/pemenjaraan) 
 14. Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment 
(Penilaian  Forensik Terhadap Gejala dan Peyakit yang Relevan) 
15. Trial Processes (Proses Persidangan Pengadilan) 
16. Victim Reactions to Crime (Reaksi Korban terhadap Kejahatan) 
17. Violence Risk Assessment (Penilaian Resiko Kekerasan) 
Ketujuh belas ruang lingkup dan subjek balasan psikologi 
hukum yang dikemukakan oleh Brian L. Cutler diatas merupakan 
materi kajian psikologi menurut versinya sendiri. 
Selain ruang lingkup dan subjek bahasan psikoogi hukum yang 
dikemukakan oleh Brian. L Cutler diatas, adapula jenis-jenis 
pendekatan yang dilakukan terhadap psikologi hukum, antara lain ada 
empat pendekatan yang dikemukakan oleh Blackburn (Achmad Ali, 
2009: 7) 
1. Psychology in Law   
2. Psychology and Law 
3. Psychology of Law  
4. Psychology in the courts or Forensic Psychology 
Menurut Blackburn (buku ajar Psikologi Hukum oleh Achmad 
Ali, 2009:8) Psychology in law (Psikoogi dalam Hukum) mengacu 
pada penerapan-penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hukum, 
seperti persoalan kehandalaan kesaksian mata, kondisi mental 
 terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu  atau ayah untuk 
ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. 
 Psychology and law (Psikologi dan hukum) mencakupi, 
contohnya riset psikologi tentang para pelanggar hukum, juga riset-
riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokad, jaksa, dan hakim. 
 Psychology of law (Psikologi tentang hukum) digunakan untuk 
mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti, mengapa orang 
mentaati dan tidak mentaati hukum, riset tentang perkembangan 
moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik 
terhadap berbagai sanksi pidana, dan cotohnya adalah pro kontra 
terhadap hukman mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi 
dan moral yang dianut warga. 
 Forensic psychology (Psikologi Forensik) menunjukkan 
penyedian langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan, 
sehingga dinamakan juga psychology in the courts. Salah satunya 
contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa 
kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada 
tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana 
tertentu. Sebagaiaman diketahui bahwa dalam hukum pidana, yaitu 
Pasal 44 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 
prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menhilangkan sifat 
tindak pidana (strafuitsluitingsground), adalah bahwa tidaklah dapat 
 dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak 
waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya 
terganggu oleh suatu penyakit (gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing zijner verstandelijke vermogens). Sehubungan dengan 
ketidakwarasan itu, ada hal yang harus diketahui, bahwa seorang 
terdakwa baru dapat bebas dari pemidanaan, jika kondisi daya pikir 
pelaku itu yang menyebabkan perbuatannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Si pelaku. Jadi kondisi 
ketidakwarasan psikologis pelaku, tidak selalu secara otomatis 
membebaskannya dari pemidanaan. Disinilah harus disadari betapa 
pentingnya peran psikologi forensik untuk mengetahui hal-hal yang 
berkaitan dengan ketidakwarasan (Achmad Ali, 2009: 10).   
       
B. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana  
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda 
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 
berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan 
pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat 
dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar 
dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan 
dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana 
dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
 boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Selain istilah straftbaar feit, dipakai istilah lain yang 
berasal dari bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa Jerman 
disebut “delict”, dalam Bahasa Perancis disebut “delit” dan dalam 
Bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Begitu sulit memberikan 
pengertian terhadap strafbaarfeit, membuat para ahli mencoba 
untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang 
mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan 
istilah strafbaarfeit. 
Berikut beberapa pengertian istilah tindak pidana oleh 
para ahli sebgai berikut: 
a. Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak 
pidana dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman 
pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” 
tindak pidana.  
b. Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit menggunakan istilah perbuatan pidana. 
Beliau mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut. 
 c. Menurut Van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak 
pidana adalah suatu serangan atau anncaman terhadap 
hak-hak orang lain. 
d. H.R Abdussalam (2006:3) memberikan definisi tentang 
strafbaarfeit sebagai perbuatan melakukan dan tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang 
bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan 
kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam 
pidana. 
e. Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai kejadian (feit) yang dapat diancam pidana 
oleh Undang-undang. 
2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit  
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
f. Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang 
strafbaarfeit dari 2 (dua) segi, yaitu: 
1. Dari segi teoritis, strafbaarfeit dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun 
 tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.  
2. Dari segi hukum positif, strafbaarfeit adalah tindak 
lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan 
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan 
yang dapat dihukum.  
g. Simons (Adami Chazawi, 2002:75) memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar 
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang 
dinyatakan sebagai dapat dihukum. 
h. Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah 
membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari 
“strafbaarfeit” yaitu: 
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh 
hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”. 
 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik 
materiil.Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik 
yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.Di 
sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab 
 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik 
materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada 
akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat 
perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, 
maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak 
pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di 
dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir 
dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas hukum tersebut 
tidak lagi diterapkan secara kaku tetapi asas hukum tersebut 
sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat 
fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai 
modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang 
hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 
orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan 
dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila 
memenuhi unsur-unsur, (P.A.F. Lamintang, 1997:184) sebagai 
berikut : 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
 2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan 
perumusan Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 
1988:104) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
1. Kelakuan dan akibat; 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
4. Unsur melawan hukum yang objektif; 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif; 
 
Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke 
dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku 
(dader) yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti 
tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa 
“perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan 
tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan 
yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di 
dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif 
yang beupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana 
materiil. Contoh unsur obyektif yng berupa suatu “akibat” 
adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak 
dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 
338 KUHP. 
 Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur 
obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam 
undang-undang adalah akibat berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif 
yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam 
oleh undag-undang adalah keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, 
unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat 
umum. 
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya 
(kemampuan bertaggung jawab). 
b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah 
kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang 
dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila 
dalam diri orang ituu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya 
dank arena juga mengerti akan nilai dari akibat 
perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhdapa perbuatan 
yang ia lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang 
dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh 
undang-undang. 
 
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa 
setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi 
dari pendiri ini bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab 
ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila 
terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. 
 Kejahatan (misdrijven) menunjuk pada suatu perbuatan yang 
menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan 
tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. 
Oleh karenanya disebut dengan rechtedelicten. Sementara 
pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat 
dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai 
perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan 
diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. 
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih 
tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat 
suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum 
kedalam dua macam “Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel 
Onrecht” dan “Policie Onrecht”. 
Crimineel Onrecht  adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau 
“tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar 
“kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police Onrecht” adalah 
setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah 
 bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di 
dalam masyarakat”. 
Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang 
hukum pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam 
apa yang mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada 
umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus 
dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. 
Sedangkan Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat sifat 
melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal 
ini peraturan perundang-undangan. 
Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal 
pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru 
bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 
pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat 
dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak 
pidana lainnya, diantaranya adalah : 
  
 a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, 
sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 
338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatanya 
telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang. 
Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, 
Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena 
menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku 
yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari 
suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah 
seseorang dapat dipidana”. Beliau lebih sepakat 
menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal 
dan delik yang dirumuskan secara material. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.Pada dasarnya 
kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk 
(Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu ; 
 1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als 
oogmerk), 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of 
noodzakelijkheidsbewustzijn), 
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet 
bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk 
opzet, og dolus eventualis). 
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, Si pelaku memang 
benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari 
perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian 
adalah baru dianggap ada apabila Si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu 
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. 
Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah 
keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada 
akhirnya betul-betul terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana 
yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa 
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. 
Sementara Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59) 
mengemukakan bahwa tindak pidana yang penuntutannya 
 hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak 
yang berkepentingan atau terkena. Dalam tindak pidana 
tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat 
pengaduan dari yang memiliki kepentingan, siapa yang 
dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan 
ketentuan yang ada. 
d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika 
berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu 
yang seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam 
undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, 
pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik Omissionis 
adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-
keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang 
menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak 
memenuhi panggilan sebagai saksi. 
 
C. Pengertian Anak 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak 
merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang dan ikut 
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
pada masa mendatang. Dalam hukum positif di Indonesia anak 
diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person 
 under age), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur 
(minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak 
yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij).  
Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi 
usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung 
tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan 
mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur 
anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap 
aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya, 
Pengertian anak pada Pasal 1 Convention On The Rights of The 
Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan 
belas) Tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap 
anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.  
Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum 
dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, 
fisik masih belum dewasa. 
Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai 
negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman 
perumusan tentang anak. Di Amerika, batasan umur anak adalah 8-
18 (delapan sampai dengan delapan belas) Tahun. Di Australia 
disebut anak apabia berumur minimal 8 (delapan) Tahun dan 
maksimal 16 (enam belas) Tahun, di Inggris batas umur anak 12 (dua 
belas) Tahun dan maksimal 16 (enam belas) Tahun sedangkan di 
 Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12-18 (dua 
belas sampai dengan delapan belas) Tahun, demikian juga di 
Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia, dan Singapura. 
Dari berbagai batasan umur anak sebagaimana diuraikan 
diatas, Nampak ada kesamaan antara negara-negara yaknii disebut 
anak apabila batas minimal berumur 7 (tujuh) Tahun dan batas 
maksimal berumur 18 (delapan belas) Tahun. Walaupun demikian, 
ada juga Negara mematok usia anak terendah berumur 6 (enam) 
Tahun dan tertinggi 20 (dua puluh) Tahun, seperti Iran dan Srilangka. 
Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan 
pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial  budaya masyarakat 
dari negara tersebut. 
Di indonesia berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan 
masalah anak. 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang 
masih dalam kandungan 
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara 
anak anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum 
pernah kawin. 
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak. Menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum 
pernah kawin. 
4. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak 
adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) Tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
5. Pelanggaran asusila terhadap anak dibawah umur diatur dalam 
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
Menurut seorang filosof Inggris John Locke (1632-1704) 
menyatakan bahwa pengalaman dan pendidikan adalah faktor yang 
paling menentukan dalam perkembangan anak, dia tidak mengakui 
adanya kemampuan bawaan (innate knowledge) Menurut Locke, 
kejiwaan anak ketika dilahirkan di ibaratkan secarik kertas kosong, 
dimana corak dan bentuk kertas tersebut sangat ditentukan 
bagaimana cara kertas itu ditulisi, Locke memberi istilah Tabula Rasa 
(Blank Slate), mengungkapkan pentingnya pengaruh pengalaman dan 
lingkungan hidup terhadap perkembangan anak. 
Menurut Wagiati Soetodjo (2008:7-8) proses perkembangan 
anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan 
 brdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan 
perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 
(tiga) fase, yaitu: 
1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (Nol) Tahun 
sampai dengan 7 (tujuh) Tahun yang biasa disebut sebagai masa 
anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, 
pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan 
emosional, bahasa bayi dan arti bahasa anak, masa kritis (trozalter) 
pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak. 
2. Fase kedua adalah dimulai pada 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) 
Tahun tersebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat 
digolongkan ke dalam dua periode, yaitu: 
a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7 sampai 12 tahun 
adalah periode intelektual. 
Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai 
dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu 
lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan 
hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam 
berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau 
masa latensi (masa tersembunyi). 
b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal 
dengan sebutan periode pueral. 
 Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah 
ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang melimpah-
limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, 
canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. 
Sejalan dengan berkembangnya fungsi jamaniah, 
perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif 
sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru 
pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kogkrit, 
karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas 
kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan 
teknis. 
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun yang 
dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase 
pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan 
masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.  
Masa remaja atau masa pubertas bias dibagi dalam 4 (empat) 
fase, yaitu: 
a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-
pubertas . 
b. Masa menentang kedua, fase negatif, trazalter kedua, 
periode vemeinung. 
c. Masa pubertas sebenanya, dimulai kurang lebih 14 tahun. 
Masa pubertas pada wanita pada umumnya berlangsung 
lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki. 
 d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai 
sekitar 19 hingga 21 tahun. 
D. Teori-Teori Tentang Penegakan hukum 
1. Pengertian Penegakan Hukum 
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan 
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 
yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan 
mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 
2008:5) 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 
untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara 
nyata sebagai pedoman perilaku dalam hal lalu lintas atau 
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, tt:1). Wayne LaFavre di dalam 
buku Soerjono Soekanto (2008:7) juga menjelaskan penegakan 
hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang 
tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 
mempunyai unsur penilaian pribadi. 
Ditinjau dari sudut objektifnya, penegakan hukum itu 
dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan 
 sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang 
terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum 
itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 
hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 
malakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, 
berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum (Jimly 
Asshiddiqie, tt:1). Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 
Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, 
aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan 
daya paksa. 
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari 
sudut objeknya, yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini, 
pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. 
Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai 
keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal 
maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam 
arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan 
hukum yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemaan 
perkataan „law inforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam 
 menggunakan perkataan „penegakan hukum‟  dalam arti luas 
dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan‟  dalam 
arti sempit. 
Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan penegakan 
hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 
menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit, maupun 
dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam 
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang 
bersangkutan maupun oleh para aparatur penegakan hukum 
yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang 
untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
2. Penegakan Hukum Objektif 
Seperti yang tertera pada point diatas, secara objektif, 
norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian 
hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya 
bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang 
tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian 
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Dalam 
bahasanya masing-masing, terkadang orang membedakan 
pengertian penegakan hukum dengan pengertian penegakan 
keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan „law 
 inforcement‟ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum 
dalam arti luas, dalam arti hukum materil, disebut dengan 
penegakan keadilan. Dalam bahasa inggris juga terkadang 
dibedakan antara konsepsi „court of law‟ dalam arti pengadilan 
hukum dan „court of justice‟ atau pengadilan keadilan (Jimly 
Asshiddiqie,tt:2). 
Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa 
hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma 
aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung 
di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara 
tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana 
dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim 
cukup menemukan kebenaran formil saja, sedangkan perkara 
pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan 
kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang 
harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, 
hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan 
menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keasilan 
materil. Kewajiban itu berlaku, baik dalam bidang pidana maupun 
di hukum perdata. Pengertian kita tetang penegakan hukum 
seharusnya sejalan dengan pengertian penegakan kaeadilan itu 
sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan 
 keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama (Jimly 
Asshiddiqie, tt:2) 
Dalam setiap hukum terkandung didalamnya dimensi hak 
dan kewajiban secara parallel dan bersilang. Karena itu, secara 
akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan 
kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan 
sejarah, issu hak asasi manusia  itu sendiri terkait erat dengan 
persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan 
persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang 
diorganisasikan kedalam dan melalui organ-organ negara, 
seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. 
Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi 
manusia. Gagasan dan perlindungan penghormatan hak asasi 
manusia ini bahkan diadopsikan kedalam pemikiran mengenai 
pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran 
konstitusionalisme. 
Aliran konstitualismme inilah yang memberi warna modern 
terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) 
dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap 
hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada 
dalam setiap negara hukum yang demokrasi (democratische 
 rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar hukum 
(constitutional democrazy) (Jimly Asshiddiqie, tt:2-3) 
3. Aparatur Penegak Hukum 
Aparatur penegak hukum mencangkup pengertian 
mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) 
penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum 
yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, 
polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir 
kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencangkup 
pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau 
perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau 
pengasuan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, 
penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya 
pemasyarakatan kembali tepidana (Jimly Asshiddiqie, tt:3) 
Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, 
tedapat tiga elemen penting yang mempengaruhi (Jimly 
Asshiddiqie, tt: 3-4) yaitu : 
a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana 
dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 
kelembagaannya. 
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk 
mengenai kesejahteraan aparatnya 
 c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 
kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang 
dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun 
hukum acaranya. 
E. Psikologi Pengadilan 
1. Meramalkan putusan pengadilan 
Kalangan hukum banyak yang tidak menyadari bahwa 
perilaku mereka secara kental menampakkan nuansa psikologi, 
dan oleh karena ini, dengan menggunakan teori-teori psikologi, 
prilaku hukumpun dapat diprediksi, termasuk putusan hakimpun 
dapat diprediksi (Acmad Ali 2009:134). 
Berbagai ketentuan yang berhubungan dengan proses 
dipengadilanpun dibuat karena adanya nuansa psikologis, 
contohnya, mengapa ada larangan untuk menjadi saksi, bagi pihak 
ketiga yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda 
hingga derajat tertentu, karena dikuatirkan memunculkan „beban 
psikologi‟ yang cukup berat bagi mereka. Seorang anak yang 
harus bersaksi, yang akibat keterangan kesaksiannya dapat 
menghancurkan kehidupan ayah kandungnya atau ibu 
kandungnya, seyogianya dilarang untuk menjadi saksi. Bahkan 
perwujudan gaya dan kepribadian „tukang debat‟ dan „ahli adu 
argumentasi‟ dan „tampil mengintimidasi pihak lain‟ dari kaum 
„lawyer‟, merupakan suatu hasil proses pembentukan psikologi  
 sejak mereka duduk di hari pertama di  fakultas hukum (Achmad 
Ali 2009:134) 
Menurut Mark H. McCormark (Achmad Ali, 2009:134) 
“sekolah hukum telah  mengajarkan kepada mereka untuk 
meyumbunyikan ketidakpastian, berapapun harganya. Sekolah 
hukum juga mengajarkan kepada mereka tentang suatu senjata 
yang sangat kuat yang dapat melakukan intimidasi).” 
2. Hukum Adalah Pengalaman 
Salah satu ajaran dari mantan hakim Agung Amerika 
Serikat yang sangat terkenal, dan dianggap sebagai „the father of 
American legal Realism‟, yaitu Justice Oliver Wendell Holmes 
(Achamd Ali, 2009:135) mengatakan bahwa  
“kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman. 
Dan semua aspek pragmatis dan empiris hukum adalah teramat 
penting.”  
Yang dianggap oleh Holmes sebagai hukum, adalah 
ramalan tentang apa yang yang akan diputuskan oleh pengadilan 
terhadap suatu kasus „in konkreto‟, dan tidak ada yang lebih 
penting ketimbang hal itu. 
Faktor-faktor subjektif yang bernuansa psikologis, menurut 
kaum legal-realism adalah jauh lebih penting ketimbang sekedar 
sillogisme di dalam menentukan aturan hukum, yang dengannya 
manusia diatur, yaitu kaidah moral dan teori-teori politik, intuisi-
intuisi dari kebijakan publik serta bahkan prasangka-prasangka 
yang sama-sama dijadikan dasar oleh hakim dan kalangan 
penegak hukum lain. 
 Kaum realis menegaskan pentingnya kajian empiris, 
mencakupi kajian psikologi, karena bagi kaum realis, seorang 
hakim maupun penegak hukum lain dapat memenuhi fungsi-
fungsinya hanya kalau mereka secara memadai mengenal banyak 
„aspek hukum‟ dan aspek non hukum‟ yang mengitarinya. Mereka 
berpendapat bahwa jika subjek anda adalah hukum, maka jalan-
jalannya mudah dipahami jika melewati antropologi, ilmu tentang 
manusia (psikologi), ke ekonomi politik, teori-teori perundang-
undangan, etika, dan dengan demikian berarti melewati semua 
jalan ke pandangan  hidup anda yang final untuk menguasai setiap 
pengetahuan, maka anda harus menguasai bidang-bidang lain 
yang ada di sampingnya. 
Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa hukum tidak 
dapat dibutirukan jika hanya melakukan penyelidikan terhadap 
aturan-aturan hukum, pemusatan perhatian hanya pada aturan 
aturan-aturan tersebut justru akan  membahayakan profesi hukum, 
karena pemusatan seperti itu akan mengarah pada pengabaian 
terhadap konteks yang lebih luas yang telah memberikan makna 
sosial bagi hukum (Achmad Ali, 2009:136-137).    
3. Pengaruh pandangan moral dalam perilaku hukum 
Menurut Holmes (Achmad Ali, 2009 :137) standar-standar 
moral serta prinsip-prinsip moral yang dianut oleh hakim (dan juga 
penegak hukum lain) secara psikologi sangat mempengaruhi 
 keputusan dan kebijakan mereka, dan karena putusan hakim 
adalah hukum maka itu berarti, standar-standar moral dan prinsip-
prinsip moral hakim ikut berpengaruh dalam pembuatan “judge 
made law” (hukum buatan hakim, yaitu putusan). 
4. Sudut pandang “orang Jahat” 
Konsep Holmes lainnya yang juga memiliki nuansa 
psikologis adalah konsepnya  tentang “the point of view of the bad 
man” (sudut pandang “orang Jahat”). Menurut Holmes (Achmad 
Ali 2009:137), jika kita ingin mengetahui tentang hukum, kita harus 
memandangnya sebagai seorang jahat yang hanya peduli 
terhadap akibat-akibat yang bersifat materil, yang dengan 
pengetahuan seperti itu, si orang jahat itu dimungkinkan untuk 
meramalkan apa yang didalam realitanya mungkin dilakukan oleh 
pengadilan. Hukum dipandang oleh holmes sebagai „a set of 
consequences‟ (seperangkat konsekuensi-konsekuensi). Kita 
memahami hukum ketika kita dapat meramalkan dengan 
kepastian tertentu, apa yang dihasilkan oleh perilaku pengadilan 
(hakim), ketika pengadilan (hakim) dihadapkan dengan kasus in 
konkreto. 
Secara psikologis, yang berkaitan dengan „kesadaran‟, 
maka konsep tentang „legal duty‟  (kewajiban hukum), paling baik 
dipahami jika konsep itu di pandang „orang jahat‟. Dalam 
pandangan si orang jahat, „kewajiban hukum‟ itu dipahaminya 
 sebagai „suatu ramalan bahwa kalau ia melakukan hal-hal tertentu, 
maka ia akan menjadi sasaran dari akibat-akibat yang tidak 
menyenangkan (Achmad Ali, 2009 137-138). 
F. Pengadilan Dan Masyarakat 
Esai yang ditulis Marc Galanter, Profesor Pada Faculty Of 
Law And Jurisprudence, State University Of New York At Buffalo, 
USA, esai karya Galanter ini berusaha mencermati sebagian ciri-ciri 
umum suatu sistem hukum, seperti sistem hukum Amerika Serikat, 
dengan menarik dari (dan menyusunnya kembali) peristiwa-peristiwa 
sehari-hari dan bukannya sekedar kumpulan informasi sistematik dari 
literatur. Galanter sendiri menyatakan bahwa ia menyadari bahwa 
esai ini merupakan hasil kajian yang spekulatif dan ekspiremen, 
sehingga sebagai penulisnya, dia tidak menutup diri dari kritikan 
(Achmad Ali 2009:138). 
Marc Galanter ingin mencoba untuk mengajukan beberapa dugaan 
tentang cara bagaimana arsitektur dasar dari sistem hukum 
menciptakan dan membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk 
menggunakan sistem tersebut sebagai sarana untuk melakukan 
perubahan redistributive (“using the system asa a means of 
redistributive change”), yaitu “systemically equalizing” 
(menyamakan secara sistematik). (Achmad Ali, 2009:139). 
  Galanter juga membuat beberapa asumsi tentang masyarakat 
dan sistem hukum (Achmad Ali, 2009:140). 
1. Ini adalah suatu masyarakat dimana para pelaku (“actor”) dengan 
jumlah kekayaan (“wealth”) dan kekuasaan (“power”) selalu dalam 
hubungan saling bersaing atau saling bekerja-sama secara 
parsial, dimana mereka mempunyai berbagai kepentingan yang 
saling bentrokan. 
2. Masyarakat ini mempunyai suatu sistem hukum yang didalamnya 
terdapat banyak ragam persengketaan dan konflik yang 
diselesaikan oleh “court-like agencies” yang bertujuan 
menerapkan norma-norma umum yang sudah ada sebelumnya 
secara tidak memihak (“impartially”), yaitu tidak terpengaruh oleh 
identitas para pihak (“unaffected by the identity of the parties”). 
3. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur dari lembaga-lembaga ini 
bersifat kompleks, jika memungkinkan unit-unit yang bersengketa 
akan menggunakan ”specialized intermediaries” (penengah-
penengah khusus) didalam berurusan dengan aturan-aturan dan 
prosedur-prosedur itu. 
4. Aturan-aturan yang diterapkan oleh pengadilan sebagian disusun 
dalam proses adjudikasi (pengadilan menggunakan aturan-aturan 
sela atau “interstitial rules”, mengkombinasikannya dengan aturan-
aturan yang beragam dan menerapkan aturan-aturan lama kepada 
situasi-situasi baru). Tedapat suatu tradisi yang hidup dalam 
 penggarapa aturan seperti itu dan suatu sistem komunikasi seperti 
bahwa hasi-hasil pada sebagian kasus-kasus yang diputus oleh 
pengadilan, mempengaruhi hasil di dalam kelas-kelas kasus yang 
diputuskan pengadilan dimasa mendatang. 
5. Sumberdaya-sumberdaya disisi kelembagaan tidaklah memadai 
untuk suatu adjukasi lengkap dan secara tepat waktu untuk setiap 
kasus, sehingga para pihak diizinkan atau bahkan didorong untuk 
terlebih dahulu membawa kasus-kasus mereka ke upaya 
perdamaian jelasnya untuk melakukan tawar-menawar sehingga 
tiba pada suatu hasil yang dapat diterimah oleh semua pihak yang 
terlibat dalam persengketaan. 
6. Terdapat beberapa level “agencies” dimana ”higer agencies”  
(agen-agen yang lebih tinggi) mengumumkan (membuat, 
menafsirkan) aturan-aturan, sedangkan “lower agencies” (agen-
agen yang lebih rendah) diberi tanggungjawab untuk 
meberlakuakan (mengimplementasikan, menerapkan, aturan-
aturan tersebut) meskipun, terdapat tumpang tindih dari fungsi, 
baik dalam teori maupun prakteknya, dimana saya sendiri akan 
memperlakukannya sebagai suatu yang berbeda dan mengacu 
“agen-agen tersebut” sebagai “peak agencies” (agen-agen 
puncak) dan “field level agencies” (agen-agen level lapangan). 
7. tidak semua aturan dinyatakan sebagai “peak agencies” efektif 
pada “the field”, disebabkan berbagai ketidakmampuan 
 komunikasi, kekurangan sumberdaya, kecakapan, komitmen 
pemahaman dan lain sebagainya. 
  
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Makassar, 
mengingat tingginya tingkat kejahatan anak dikota Makassar. 
Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar (Polretabes), Pengadilan Negeri (PN) Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas: 
a. Data primer berupa data yang diperoleh penulis dengan 
mengadakan wawancara. 
b. Data sekunder berupa data yang diperoleh penulis dari buku-
buku dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Sumber data 
Sumber data yang diperoleh penulis pada penulisan skripsi ini 
bersumber dari: 
 a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara 
langsung dengan melakukan wawancara dengan aparat 
kepolosian, panitera pengadilan, dan hakim. 
b. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya 
yang terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui 
yakni melalui penelitian pustaka (library research). Dan penelitian 
lapangan (field research). 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Didalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah 
hukum, surat kabar atau majalah serta peraturan-peraturan yang 
ada hubungannya dengan materi skripsi. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Didalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 




 D. Pupulasi Dan Sampel 
Pupulasi pada penelitian ini mencangkup antara lain : 
1. Aparat Kepolisian Kota Besar Resort Wilayah Kota Makassar. 
2. Panitera dan Hakim Tindak Pidana Anak Pengadilan Negeri 
Makassar. 
Dari populasi tersebut diatas, maka jumlah sampel yang akan 
ditetapkan secara purposiv sampling terdiri atas : 
1. Aparat Kepolisian Kota Besar Resort Wilayah Kota Makassar, 
2 (dua) orang 
2. Panitera dan Hakim Tindak Pidana Anak Pengadilan Negeri 
Makassar, 4 (empat) Orang 
E. Analisis Data  
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara 
menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan 
kesimpulan yang bersifat deskriptif. 
 
 
 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perspektif Psikologi Hukum Dalam Melihat Jenis Dan Terjadinya 
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak 
Menurut Hurlock (1990) remaja akan mengalami perubahan 
pada dirinya. Perubahan pada pola perilaku, sikap dan kepribadian 
pada masa remaja merupakan faktor yang dianggap penting. 
Berdasarkan referensi tersebut, perilaku remaja adanya perubahan 
yang positif maupun negatif itu wajar adanya. Tetapi remaja harus 
mewaspadai pengaruh dari luar baik lingkungan, dan pergaulan yang 
dapat membawa penyimpangan dan kebrutalan dalam kenakalan. 
Jika remaja tersebut terbawa oleh pengaruh–pengaruh, itu yang tidak 
normal. 
Anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 
Tahun. Dimana pada umumnya pada usia tersebut anak masih dalam 
pencarian jati diri sehingga mudah terpengaruh dan masih sering 
mengikuti segala yang dilihatnya tanpa mempertimbangkan benar 
tidaknya perbuatan tersebut serta dampak yang ditimbulkan terhadap 
dirinya. Oleh karena itu kenakalan anak  sering kali timbul dari diri 
sang anak yang merupakan kehendak anak sendiri dan melakukan 
perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   
 Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polrestabes Makassar 
pada tanggal 10 Maret 2014 adapun jenis-jenis tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2011– 2013 adalah sebagai 
berikut : 
Tabel I. Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh anak Yang Ditangani 
Oleh Polrestabes Makassar.  
No
. 
Jenis Tindak Pidana 
Tahun 












Penculikan (membawa pergi 
anak dibawah umur) 



























JUMLAH 38 59 72 8 
Sumber data : Polrestabes Makassar  pada tanggal  10 Maret Tahun 
2014 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kejahatan yang 
dilakukan oleh anak di Kota Makassar cenderung mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah anak yang harus berkonflik 
dengan hukum terdapat 38 (tiga puluh delapan) kasus, kemudian 
meningkat pada tahun 2012 menjadi 59 (lima puluh sembilan) kasus 
dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 menjadi 72 (tujuh 
puluh dua) kasus, bahkan di bulan Januari tahun 2014 saja sudah 
tercatat 8 (delapan) kasus. 
 Hal ini seiring dengan makin kompleksnya permasalahan yang 
dialami oleh anak sebagaimana yang diungkapkan oleh Rezki Yosfiah 
sebagai salah satu staff bagian hukum Kepolisian Resort Kota 
Makassar dalam wawancara yang dilakukan di Polrestabes pada 
tanggal 10 Maret 2014 bahwa: 
“Dalam beberapa tahun terakhir Makassar dan Surabaya selalu 
menempati urutan 1 dan 2 dalam tingkat kejahatan yang dilakukan 
oleh anak, hal ini diakibatkan karena telah bergesarnya nilai-nilai dan 
norma (agama) yang ada di masyarakat sehingga berimbas pada 
kelakuan anak, khususnya dalam lingkup rumah  tangga. Khusus 
untuk wilayah Makassar budaya siri‟ tidak lagi di tegakkan….” 
“….Kami dari pihak kepolisian tidak dapat berbuat banyak 
terhadap kecenderungan meningkatnya tingkat kejahatan yang 
dilakukan oleh anak karena sesungguhnya orang tua dari anak itu 
sendirilah yang sangat berperan dalam dalam proses pembentukan 
karakter anak, kami dari pihak kepolisian hanya dapat mewadahi 
lembaga-lembaga sosial yang bergerak dibidang anak untuk 
sosialisasi ke masyarakat, turut serta melibatkan masyarakat, 
bersama-sama masyarakat bersinergi dalam mencegah kejahatan 
yang dilakukan oleh anak termasuk mengunjungi sekolah-sekolah 
yang ada dalam lingkup polrestabes Makassar.”   
Sebagai pembanding penulis mengambil data daftar perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang 
disidangkan dalam Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 3 
( tiga ) tahun terakhir (2010-2013)  sebagai berikut : 
  
 Tabel II. Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh anak Yang Diadili Di 
Pengadilan Negeri Makassar.  
No
. 
Jenis Tindak Pidana 
Tahun 








Penculikan (membawa pergi 
anak dibawah umur) 





















JUMLAH 14 8 19 14 
Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 April 2014 
  Berbeda halnya pada tabel I diatas pada tabel II ini tingkat 
kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili di Pengadilan Negeri 
Makassar, mengalami fluktuasi naik dan turun, pada tahun 2010 
terdapat 14 kasus yang diadili, kemudian pada tahun 2011 mengalami 
penurunan jumlah kasus menjadi 8 kasus, pada tahun 2012 
mengalami peningkatan kembali menjadi 19 kasus, dan tahun 2013 
kembali mengalami penurunan menjadi 14 kasus.  jumlah anak yang 
berkonflik dengan hukum yang diadili di Pengadilan Negeri Makassar 
paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2011.  
Tidak hanya itu perkembangan psikologi anak yang masih labil 
dan mudah terpengaruh menjadi faktor terjadinya tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak sehingga dalam perspektif psikologi hukum 
penulis menggunakan pendekatan secara psychology in law 
(Psikologi dalam Hukum) yaitu mengacu pada penerapan-penerapan 
spesifik psikologi hukum di dalam hukum, dalam menganalisis sebab-
 sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak serta penyebab adanya 
pelanggar hukum yang masih anak-anak atau juvenile offenders. 
Maka dapat dikatakan pengaruh lingkungan, kebiasaan, gaya hidup  
pendidikan, ekonomi  serta perkembangan teknologi yang secara 
tidak langsung mempengaruhi pembentukan perilaku anak yang 
cenderung mengarah ke perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan 
yang berlaku sehingga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu staff bagian 
hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan hasil 
wawancara dengan Rezky Yosfiah pada tanggal 10 Maret 2014, 
mengungkapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana 
dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 
“Kebanyakan dari kasus tindak pidana anak yang saya tangani 
ada beberapa kesamaan faktor yang menyebabkan seorang anak 
sampai melakukan tindak pidana terhadap anak yang lain :” 
a. Kenginginan seorang anak untuk menjadi terkenal diantara 
teman-temannya. 
b. Masalah ekonomi   
c. Kegagalan rumah tangga orang tuanya/perceraian kedua 
orang tuanya 
d. Tingkat pendidikan 
e. Gaya hidup 
f. Perkembangan dunia teknologi   
g. Dan harus disadari kebebasan pers dalam pemberitaan 
memiliki peran meningkatkan tingkat kejahatan anak di kota 
Makassar. 
  
 Pendekatan psikology in law memiliki peran dalam 
menerapkan spesifik psikologi di dalam hukum dalam menganalisis 
sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak serta penyebab 
adanya pelanggar hukum yang masih anak-anak atau juvenile 
offenders.  
Perubahan pada pola perilaku, sikap dan kepribadian pada 
masa remaja merupakan faktor yang dianggap penting. Berdasarkan 
referensi tersebut perilaku remaja adalah perubahan yang positif dan 
negatif itu wajar adanya tetapi remaja harus mewaspadai pengaruh 
dari luar baik lingkungan dan pergaulan yang dapat membawa 
penyimpangan dan kebrutalan dalam kenakalan. Jika remaja tersebut 
terbawa oleh pengaruh-pengaruh itu yang tidak normal. 
Anak sebagai generasi penerus bangsa masih tidak dapat 
menyaring dan mengelolah informasi yang diperoleh akan berakibat 
adanya sifat mencontoh, meniru mempraktekkan hal-hal yang dilihat 
dari lingkungan kesehariannya sehingga menunjukkan kenakalan 
remaja (juvenile delinquency). Kenakalan remaja yang dimaksudkan 
ini, seperti yang dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono (1994:200) 
bahwa perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum. 
Pada umumnya anak-anak atau remaja suka melakukan 
perbuatan yang meresahkan masyarakat dan mengancam 
ketentramannya serta melanggar hak-hak orang lain, baik harta, 
harga diri maupun jiwa. Kenakalan-kenakalan tersebut timbul yang 
 disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam diri anak dan didukung oleh 
faktor dari luar salah satunya adalah lingkungan.  
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sunarso. sebagai 
seorang hakim yang pernah menangani kasus kejahatan yang 
dilakukan anak di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa :  
“Sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan oleh anak 
terhadap anak salah satunya adalah orang dalam keadaan 
anomi dan orang yang emosional dimana orang yang dalam 
keadaan anomi ini mempunyai kecendrungan pada saat orang 
kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan 
suatu krisis, rawan dan mudah terpengaruh  dan orang yang 
emosional cendrung kurang memiliki kontrol terhadap dirinya”. 
Lebih lanjut Sunarso menjelaskan bahwa faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
sebagai berikut : 
1. Rendahnya tingkat pendidikan 
Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi keadaan 
jiwa, tingkah laku, intelegensia pelaku. Sunarso mengatakan 
bahwa para pelaku tindak pidana yang masih  dibawah umur 
rata-rata tingkat pendidikan mereka rendah yaitu tidak tamat 
sekolah  dasar bahkan ada yang sama sekali tidak pernah 
duduk di bangku sekolah akibat tidak adanya biaya dan 
sebagian disuruh bekerja oleh orang tua mereka untuk 
membantu penghasilan keluarga. Dengan tingkat pendidikan 
yang rendah dan wawasan intelegensinya yang kurang tajam 
sehingga menyebabkan anak mudah sekali terseret untuk 
melakukan kejahatan. 
  
2. Kuranganya kedekatan dengan keluarga 
Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kejahatan 
dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan 
keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan. 
Keadaan keluarga yang tidak normal tidak hanya terjadi pada 
keluarga broken home, akan tetapi dalam masyarakat modern 
sering pula adanya gejala broken home semu (quasi broken 
home) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena 
kesibukan masing-masing anggota keluarga (Ayah dan Ibu) 
 sehingga orang tua  tidak sempat memberikan perhatian 
terhadap anaknya. Dalam beberapa kasus tindak pidana yang 
dillakukan oleh anak walaupun pelaku merasa dekat dengan 
keluarganya tetapi kenyataannya mereka jarang bertemu 
bahkan ada beberapa anak yang hanya bertemu dengan orang 
tuanya sekali setahun, sehingga interaksi antara anak dan 
orang tuanya kurang terjalin dengan baik. Hali ini jelas kurang 
baik untuk perkembangan seorang anak sehingga keadaan ini 
dapat dengan mudah mendorong anak melakukan kejahatan.      
 
3. Lingkungan tempat tinggal yang buruk 
Lingkungan sangat besar peranannya dalam membentuk 
perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. 
Karena kepribadian anak itu terbentuk berdasarkan 
lingkungannya. Lingkungan yang baik akan membuat orang 
menjadi baik dan lingkungan yang buruk akan mendorong anak 
untuk melakukan kajahatan. 
 
4. Pergaulan anak yang kurang baik 
Harus disadari betapa besar pengaruh  yang dimainkan oleh 
lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh  
konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi 
semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan  diri dari 
keluarganya untuk kemudian untuk menegakkan eksistensi 
dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Dengan 
demikian anak melakukan kejahatan karena banyak 
dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya 
memberikan pangaruh yang menekan dan memaksa pada 
pembentukan prilaku yang buruk sebgai produknya anak-anak 
suka melanggar peraturan, normal sosial dan hukum formal.  
Pada umumnya kenakalan-kenakalan remaja yang dilakukan 
oleh anak-anak tidak hanya terhadap orang lain namun juga terhadap 
sesama anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Makmur sebagai salah 
satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar dari hasil wawancara pada 
tanggal  11 juni 2014 mengenai beberapa faktor seorang anak 
melakukan kenakalan remaja dalam hal ini disebut sebagai tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak mengungkapkan 
bahwa :  
 “faktor lingkungan bergaul anak sangat mempengaruhi 
perubahan perilaku anak. Dimana anak sebagai pelaku 
kejahatan memang mempunyai teman-teman sepergaulan 
yang sering melakukan kegiatan kumpul-kumpul hingga tengah  
malam bahkan mabuk-mabukan sehingga memicu terjadinya 
kejahatan.”  
Lebih lanjut Makmur menjelaskan .. 
“faktor sosial menjadi salah satu penyebabnya dimana pada 
usia tersebut seorang anak biasa selalu berusaha tampil lebih 
baik dari teman sebayanya sebagai bentuk penyesuaian serta 
mempertahankan diri terhadap lingkungannya. 
Salah satu jenis kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak ialah penganiayaan, perbuatan asusila, 
pekelahian, pencurian dan sebagainya.” 
Menurut Makmur emosi yang tidak stabil dari anak dibawah 
umur khususnya pada remaja sering menjadi faktor penyebab tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan remaja dimana dari masalah 
yang kecil berubah menjadi masalah yang besar. Menurut beliau 
remaja yang melakukan kejahatan penganiayaan baik itu berat 
maupun ringan tanpa peduli akibat hukum yang ditimbulkan dari 
pebuatannya, walaupun korban mengalami penderitaan, rasa sakit, 
luka bahkan mati itu bukun masalah bagi pelaku, yang penting 
perasaan harga diri sudah terbalaskan. Faktor emosional yang 
menonjol ini dominan dilakukan oleh anak yang berusia 16-18 tahun, 
pada usia ini secara psikologi, tingkat emosional anak cenderung 
tinggi, sehingga seorang anak mudah terpancing untuk melakukan 
tindak pidana penganiayaan. Seperti pada persidangan anak yang 
bernama Amiruddin 17 Tahun yang dalam persidangan dia 
mengemukakan bahwa ia melakukan penganiayaan dengan cara 
 memukul temannya sendiri karena merasa jengkel melihat temannya 
tersebut mengejeknya. 
Selain dari faktor emosional yang menonjol faktor dendam 
menjadi penyebab anak melakukan perkelahian, menurut Risaldy 
sebagai seorang penyidik anak di Polrestabes Makassar sifat dendam 
yang muncul dari anak yang melakukan tindak pidana perkelahian 
dilatarbelakangi oleh perbuatan teraniyaya sebelumnya yang 
menimbulkan rasa sakit hati terhadap pelaku.  
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat 
menyimpulkan bahwa kenakalan-kenakalan remaja dalam hal ini 
disebut sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di pengaruhi 
oleh faktor internal yang terbentuk dan mengubah pola perilaku dan 
kebiasaan anak dan yang sangat memprihatinkan tidak hanya 
dilakukan terhadap orang lain tetapi juga terhadap anak sebayanya.  
B. Penanganan Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Yang 
Melakukan Tindak Pidana 
Anak adalah tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa 
yang akan datang, karena itulah kualitas mereka sangat ditentukan 
oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa dini. 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
pidana dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, baik anak 
 sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena 
itu agar anak nanti kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, 
maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik  fisik, mental, maupun 
sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 
diskriminasi.   
Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum 
sepatutnya mendapatkan penanganan yang berbeda dengan  pelaku 
tindak pidana orang dewasa, mulai dari tingkat penyelidikan dan 
penyidikan oleh aparat kepolisian, pemeriksaan di  pengadilan  
sampai dengan diputuskannya putusan yang berkekuatan hukum 
tetap. 
Untuk mengetahui bagaimana penanganan aparat penegak 
hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penulis 
menggunakan pendekan secara psychology and law (Psikologi dan 
hukum), yaitu riset-riset yang mengacu pada riset psikologi tentang 
para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku 
polisi, advokad, jaksa, dan hakim.   
Menurut Achmad Ali (2009:134), kalangan hukum banyak tidak 
menyadari bahwa perilaku mereka secara kental menampakkan 
 nuansa psikologi, berbagai ketentuan yang berhubungan dengan 
proses pengadilan pun dibuat karena adannya nuansa psikologis. 
Menurut Holmes (Achmad Ali, 2009:137), standar-standar 
moral serta prinsip-prinsip moral yang dianut oleh hakim (dan juga 
penegak hukum lainnya termasuk kepolisian) secara psikologis 
sangat mempengaruhi keputusan oleh kebijakan mereka.  
Di dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, 
penanganan anak dilakukan sesuai KHUP dan untuk anak maksimal 1 
(satu) hari. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penahanan 
terhadap anak paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat 
diperpanjang 10 (sepuluh) hari. Penyidik, Jaksa, dan Hakimnya juga 
memberikan perlakuan khusus. 
Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan pegadilan 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak. Didalamnya mengatur bagaimana seorang penyidik, 
jaksa serta hakim dalam memperlakukan seorang anak jika 
berhadapan dengan hukum dengan pertimbangan psikologi dan 
mental anak. Oleh karena itu seorang anak yang berhadapan dengan 
hukum khususnya pengadilan akan diberikan penanganan khusus 
berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia di bawah 18 (delapan 
belas) Tahun seorang anak secara psikologi dianggap masih tabu 
dalam berhadapan di pengadilan agar tidak mempengaruhi 
perkembangan psikis anak tersebut oleh sebab itu terdapat 
 perbedaan-perbedaan yang di berikan terhadap anak dan orang 
dewasa jika berhadapan dengan proses hukum.   
Berikut beberapa tahapan proses seorang anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagai berikut: 
1. Proses Penyidikan dan Penyelidikan 
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Rezki Yosfiah 
sebagai bagian hukum Polrestabes Makassar, pada  tanggal 10 maret 
2014 bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian 
Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana terhadap anak pada proses penyidikan dan 
penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian ditangani oleh unit 
khusus PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) sesuai dengan 
penjelasan dari Risaldy sebagai penyidik di Polwitabes Makassar 
sebagai hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2014 
menjelaskankan bahwa  
”Sejak tahun 2005 setiap Polrestabes di seluruh Indonesia 
telah memiliki unit khusus yang menangani khusus tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak atau anak-anak yang 
berhubungan dengan hukum, yaitu unit PPA (Perlindungan 
Perempuan Dan Anak).” 
Dan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar anak-anak 
yang berhadapan dengan hukum selama dalam masa pemeriksaan 
anak-anak yang berhubungan dengan hukum tidak akan ditahan 
 kecuali, permintaan dari orang tua Si anak yang berhubungan dengan 
hukum. Selama proses penyidikan dan penyidikan kepolisian 
polrestabes Makassar juga memperhatikan hak-hak anak susuai 
dengan  undang-undang yang berlaku. 
Lanjut penjelasan dari Risaldy sebagai seorang penyidik di Polwitabes 
Makassar bahwa  
“Penyidikan dan penyelidikan terhadap anak yang 
berhubungan dengan  hukum dilakukan oleh unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA), pemeriksaan anak dilakukan 
dalam susana kekeluargaan selama proses pemeriksaan  anak 
tidak dapat ditahan, kecuali permintaan langsung oleh orang 
tua anak dan memperhatikan  hak-hak anak  selama proses 
pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku.” 
Hak-hak anak di Indonesia diatur secara umum ditentukan 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diantaranya sebagai 
berikut: Pasal 16 menerangakan bahwa (1) Setiap anak berhak 
memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, 
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak 
berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) 
Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 Undang-Undang No 
23 Tahun 2002 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
untuk : a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
 penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh 
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan 
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan 
tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak 
yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa Setiap anak yang 
menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 
bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dengan 
sedapat mungkin untuk memisahkan anak dari tahanan dewasa, 
untuk menghindari anak dari pengaruh dan tekanan oleh tahanan 
dewasa, mengingat anak masih mudah terpengaruh atau terbawa 
arus. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) dan Pasal 45 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 
44 Ayat (6) berbunyi Penahanan terhadap anak dilaksanakan di 
tempat khusus untuk anak dilingkungan rumah tahanan negara, 
cabang rumah tahanan negara atau di tempat tertentu. Pasal 45 Ayat 
(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang 
dewasa. (4) Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan 
sosial anak harus tetap dipenuhi 
  
 2. Proses persidangan dan pemerikasaan di  pengadilan  
Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilaksanakan pada 
tanggal 2 April 2014 dengan panitera muda Pengadilan Negeri 
Makassar Wilson S.H. menerangkan bahwa selama proses 
persidangan dan pemerikasaan di  pengadilan. 
“Seorang anak yang menjalani sidang perkara tindak pidana di 
Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan dalam keadaan 
sidang tertutup, di dalam ruang persidangan hanya terdapat 
hakim, jaksa, terdakwa, dan orang tua terdakwa, dalam sidang 
anak menggunakan hakim tunggal, baik hakim dan jaksa tidak 
diperkenankan menggunakan toga dan seragamnya selama 
proses persidangan” 
Hal ini sesuai dengan prosedur pemeriksaaan perkara anak 
nakal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 
Tentang Peradilan Anak. Didalam ketentuan ini terdapat 5 pasal yang 
mengatur proses persidangan dan pemeriksaan perkara anak di 
pengadilan antara lain, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 
Tentang Peradilan Anak yang menegaskan bahwa hakim, penuntut 
umum, penyidik dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam 
sidang anak tidak memakai toga atau pakainan dinas. Selanjutnya 
dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak menyatakan bahwa ayat (1) Hakim memeriksa 
perkara anak dalam sidang tertutup, ayat (2) Dalam hal tertentu dan 
dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka, ayat (3) Dalam sidang 
yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang 
 bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat 
hukum dan pembimbing kemasyarakatan, ayat (4) Selain mereka 
yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau 
majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). Ayat (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai 
sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan 
pengadilan mengunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya, ayat (6) Putusan pengadilan sebagaimana 
dalam pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Dalam kedua pasal diatas kita dapat menemukan dasar hukum 
proses pemeriksaaan dan persidangan anak di pengadilan. Ketentuan 
kedua pasal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut 
menghadapi hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum 
serta petugas lainnya yang ada dalam persidangan, sehingga anak 
dapat mengeluarkan perasaannya terhadap hakim mengapa dia 
melakukan suatu tindak pidana. Disamping itu juga untuk 
mewujudkan suasana kekeluargaan bagi anak agar tidak menjadi 
peristiwa yang mengerikan untuk anak sedangkan pemeriksaan 
perkara pidana anak dalam sidang tertutup dimaksudkan agar tercipta 
suasana tenang, dan penuh kekeluargaaan sehingga anak 
diharapkan dapat mengutarakan segala peristiwa secara jujur selama 
sidang berjalan. Digunakanya singkatan untuk anak, orang tua, wali 
 atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan 
keluargannya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan 
perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.  
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa (1) Hakim memeriksa 
dan mengutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim 
tunggal. (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan 
negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan 
dengan hakim majelis. Penggunaan hakim tunggal dalam mengadili 
perkara anak dimaksudkan untuk memberikan suasana yang nyaman 
bagi anak dan agar tidak menimbulkan kenangan buruk terhadap 
anak pada masa yang akan datang.  
Wagiati Sutedjo (2005:36) menjelaskan mengapa diutamakan 
memakai hakim tunggal pada perkara anak, sedangkan menurut 
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman disebutkan bahwa semua 
pemeriksaan sampai pemutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. 
Kecuali disini berarti membuka kemungkinan untuk pemeriksaan oleh 
hakim tunggal. Dengan demikian tidak bertentangan dengan Undang-
undang tersebut. Sedangkan Pasal 55 Undang-undang No 3 Tahun 
1997 menegaskan bahwa dalam perkara anak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat 
 Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua 
asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak. Kehadiran orang tua, 
wali atau orang tua asuhnya di persidangan diharapkan dapat 
membuat perasaan tenang, aman, terlindungi bagi anak sehingga 
kegelisahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jaksa 
diharapkan dapat berkurang atau bahkan hilang. 
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak ayat (1) Sebelum sidang dibuka, hakim 
memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan 
laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang 
bersangkutan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berisi : a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan 
sosial anak, dan b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. Menurut Sunarso latar belakang kehidupan anak 
sangat berpengaruh dalam memberikan pertimbangan terhadap 
hakim dalam mengambil putusan yang akan dijatuhkan karena hal ini 
membuka jalan bagi hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak 
sehingga dalam memberikan keputusan hakim akan lebih terarah 
serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. 
Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
panitera muda Mustari Muis mengemukakan bahwa : 
“Pengadilan Negeri Makassar sempat memiliki ruang khusus 
yang memang di peruntukan untuk perisidangan terhadap 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bepisah dengan 
 ruang sidang orang dewasa, tetapi sejak beberapa tahun 
terakhir ruang sidang tersebut tidak lagi difungsikan dengan 
alasan penggunaan ruang sidang anak tersebut tidak efektif, 
karena jumlah sidang tindak pidana yang dilakukan  oleh anak 
jauh  lebih sedikit dibandingkan tindak pidana yang dilakukan 
oleh  orang dewasa.” 
Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
juga memiliki kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak 
hukum dalam menangngani anak yang berkonflik dengan hukum, 
khususnya dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan di kepolisian 
hingga pada tingkat pemeriksaan di pengadilan adalah sebagai 
berikut: 
1. Dalam memperoleh data terhadap anak yang berkonflik 
dengan hukum kepolisian mendapatkan kesulitan, hal ini 
dikarenakan tidak adanya identitas yang jelas pada si anak. 
Untuk mengatasi masalah ini penyidik mencari identitas 
anak melalui orang tua si anak. Namun apabila kurang bisa 
atau pun tidak dapat memberikan keterangan maka 
penyidik mengambil keteangan ketua RT dari tempat tinggal 
si anak. 
2. Kurangnya tempat sarana-sarana pembimbingan atau 
tempat pembinaan (sarana sosial) bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum. 
 Sesuai dengan pendapat Rizky Yosfiah sebagai staff bagian hukum di 
Polretabes Kota Makassar dari hasil wawancara pada tanggal 10 
Maret 2014 menyebutkan bahwa :  
“meskipun Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia 
yang memiliki tingkat anak yang berkonflik dengan hukum 
cukup tinggi, tetapi Makassar belum memiliki penjara khusus 
anak ataupun pusat rehabilitsi anak, tempat 
penampungan/belajar anak dan sebagainya.” 
3. Tidak adanya ruang sidang khusus untuk anak yang 
berkonflik dengan hukum yang dimiliki oleh Pengadilan 
Negeri Makassar sehingga ruang sidang yang digunakan 
oleh anak yang berkonflik dengan hukum sama dengan 
ruang sidang untuk pelaku pidana dewasa. 
Sedangkan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam 
memberikan perlindungan dan jaminan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana yaitu dengan mengeluarkan Undang-
undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilam Pidana 
Anak. 
RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disepakati bersama 
dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 Juli 2012, dan 
akhirnya diundangkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada 
tanggal 30 Juli 2012, dan akan berlaku secara efektif pada 
tanggal 30 Juli 2014 mendatang. Undang-undang ini akan 
 menggantikan undang-undang yang selama ini digunakan oleh 
para penegak hukum di Indonesia dalam menangani tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang No.3 
tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
Pada undang-undang SPPA ini lebih mengedepankan 
model pemidanaan restorative justice, yaitu pemulihan ke kondisi 
semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, sehingga lebih 
didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan 
cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari 
proses peradilan pidana ke luar proses pradilan pidana, sehingga 
diversi menjadi kewajiban dalam setiap penangan anak yang 
berkonflik dengan hukum baik itu penanganan dalam tingkat 
penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa sampai dengan 
pemeriksaan perkara di pengadilan. hal ini berbeda dengan 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang 
menggunakan model restributive justice, yaitu penghukuman 
sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang 
telah dilakukan.  
Dengan di sahkannya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak 
menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih baik 
lagi, mengingat masa depan anak karena anak yang dipidana 
 setelah pemidananaan memiliki citra yang buruk dalam 
masyarakat sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial 
anak ke depan dan undang-undang ini juga diharapkapkan dapat 
memulihkan hubungan antar anak yang berhadapan dengan 
hukum, korban, dan masyarakat melalui proses diversi tadi. 
  
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan oleh penulis 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Jenis dan proses terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak di kota Makassar di pengaruhi oleh faktor internal yang 
didikung oleh faktor eksternal yang membentuk dan 
mengubah pola perilaku dan kebiasaan seorang anak Hal ini 
menyebakan peningkatan jumlah anak-anak yang harus 
berhubungan dengan hukum. 
2. Dalam proses penanganan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan dan 
penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sampe ke tingkat 
proses pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, anak 
diperlakukan khusus. Berbeda dengan perlakuan terhadap 
pelaku tindak pidana dewasa dan setiap proses pemeriksaan 
dilakukan oleh aparat penegak hukum yang secara khusus 
bertugas menangani anak-anak yang berhubungan dengan 
hukum yang dilakukan dalam kondisi kekeluargaan hal ini 
bertujuan agar kondisi kejiwaan anak tidak terganggu selama 
proses penanganan oleh aparat penegak hukum.     
 B. Saran 
1. Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat 
khususnya orang tua yang memiliki anak sebaiknya saling 
bersinergi dalam pencegahan terhadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dan proses penanggulangan terhadap 
tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. 
2. Pemerintah sebaiknya melalui kementrian yang berkaitan 
menambah fasilitas menambah sarana dan fasilitas bagi anak 
yang berkonflik dengan hukum. 
3. Anak-anak yang berhubungan dengan hukum haruslah 
ditangani oleh berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak 
merupakan individu yang masih harus tumbuh dan 
berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat 
menentukan pilihan perbuatan secara benar. 
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